PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Ilari Raya dan Ggji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
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Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat Dacrah schagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan
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Wakil Ketua DPRD | nauupd.u:u Kutai Kar Lailegard.

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD
rtanegaira
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Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi svarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Surat Perintah Membayar yang sclanjuinya disingkai SPPM adaiah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD.
Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
BAB II
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tuniangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;dan

c. PNS dan Calon PNS;

Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam

hal:
a. sedang cuti di lnar tanggungan negara;atau

b. sedang ditugaskan di juar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat

penugasannva.
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Bupati, serta PNS t rd1
a. gaii npokok;

b. tunjangan keluarga;
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Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwalilan Ralryat Daerah, paling banvak sebesar akumulasi dari Uang
Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang mengatur hak keuangan dan  administeatif
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Calon PNS terdiri
atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;dan

d. tumangan jabatan atau tunjangan umum,

sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Pasal 4

Penerima (aji Terusan dari PNS yvang meninggal dunia, tewas atau hilang
diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan Gaji Terusan yang
diterima 1 {satu) bulan, yang diberikan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
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Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 {sepuluhj hari sebelum
tanggal Hari Raya.

dlbayarkan Tunjangan Hari Raya dapat dlbayarkan setelah tanggal Hari Raya.

!.uﬁlduudu Hari ;\:rwd ‘sl"UdEdllleiLd dimaksud ui—‘;da ava i t':”t heﬁarannva sesuai
dengan ketentuan sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 ( satu] bulan
pada bulan April Tahun 2021.

Dalam hal terdapal perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April
Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau
dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.



(2} Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) beium dapat
dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
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Gaji Ketiga Delas sebagaimana dimaksud pada ayat besarannya secsuai

dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan
pada bulan Juni Tahun 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni
Tahun 2021 vang seharusnya diterima, dibavarkan selisih kekurangan atau
dilakukan penyetoran kelebihan.
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(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran
dan/alau potongain lain berdasarkan ketlentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
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TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

Pembavaran Tunijangan Hari Raya dan Gaiji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah berkenan.

Pasal 9
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Kepala Satuan Keria Perangkat Daerah mengajukan SPM Tuniangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat menggunakan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji
Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
?ar}gow‘r} dﬂf} tunia}'}gan inhatan ota‘u ""I‘Iﬂ“')ﬂfj’an umnum
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(3) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
dibuat tersendiri dan terpisah dengan SPM gaji bulanan.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB};
¢. ID Biliing Pajak;

Surat Pernyataan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja

Perangkat Daerah;dan
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e. Rekapitulasi gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau Bendahara Pengeluaran,

(5) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan pembayaran
kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.



rasal 10

Tata Cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM,
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN
Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada APBD

pada tahiun berkenaai.
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Pasal 12

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan Pengendalian

internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji
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ga Belas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Mei 2021
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Ulunuaangrgan al icnggaicng
pada tanggal 4 Mei 2021

FTARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 2



